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TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM MEMBUAT COPIE COLLATIONNEE AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT PPAT 

Denny Tyas Saputra​[1]​, Dewi Nelly Yanthy​[2]​ Moediarti Trisnaningsih​[3]​

ABSTRAK
Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang mempunyai peranan penting dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya. Dalam prakteknya terdapat permasalahan yaitu adanya sengketa peralihan hak atas tanah, dimana terdapat dua pihak yang mengaku sebagai pemilik atas satu objek tanah yang sama. Masing-masing pihak mengaku sebagai pemilik karena telah membeli dari ahli waris pemilik asal tanah. Satu pihak mendasarkan kepemilikan karena memiliki bukti Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh PPAT, sedangkan pihak lainnya mendasarkan pada bukti Copie Collationnee Akta Jual Beli. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana kedudukan hukum atas Copie Collationnee yang dibuat oleh Notaris atas Akta Jual Beli yang dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi Notaris yang telah membuat Copie Collationnee atas Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT.
Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi dokumen dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode yuridis-kualitatif.
Akta Notaris berupa Copie Collationnee yang dibuat atas Akta Jual Beli tanah yang dibuat oleh PPAT merupakan bentuk kelalaian dari Notaris dalam membuat akta, karena tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf c UUJN, sehingga kedudukan akta dalam perjanjian tersebut hanya sebatas salinan dan terdegradasi menjadi perjanjian di bawah tangan. Adapun akibat hukum dari kelalaian Notaris dalam membuat akta dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 16 UUJN, yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentan dengan tidak hormat.








	Notary or Land Deed Making Official (PPAT) is a public official who has an important role in ensuring legal certainty, order and legal protection through authentic deeds drawn up by and before him. In practice, there is a problem, namely the existence of a dispute over the transfer of land rights, where there are two parties claiming to be the owner of the same land object. Each party claims to be the owner because they have bought from the heirs of the original owner of the land. One party bases ownership because it has proof of the Sale and Purchase Deed that has been made by PPAT, while the other party bases it on the proof of the Coppie Collationnee Sale and Purchase Deed. Based on these problems, it is necessary to conduct research regarding the legal position of the Copie Collationnee made by the Notary on the Sale and Purchase Deed which is used as proof of ownership of land rights and what is the legal responsibility for the Notary who has made the Copie Collationnee on the Sale and Purchase Deed made before PPAT.
	The method used is descriptive analysis with a normative juridical approach. The research stage uses library research with secondary data and field studies with primary data. This data collection is obtained by means of document study and also interviews obtained by means of field studies. Furthermore, the data were analyzed using the juridical-qualitative method.
	The Notary Deed in the form of a Coppie Collationnee made on the Land Sale and Purchase Deed made by PPAT is a form of negligence from the Notary in making the deed, because it is not in accordance with Article 15 paragraph 2 letter c UUJN, so the position of the deed in the agreement is limited to a copy and is degraded into an agreement. under hand. As for the legal consequences of a notary's negligence in drawing up a deed, it may be subject to sanctions in accordance with Article 16 of the UUJN, namely in the form of written warning, temporary dismissal, respectful dismissal, or dishonorable discharge.






Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum bagi warga negara agar terwujud keadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Alinea 4 Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan:“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Setiap perbuatan antar masyarakat yang menjadi warga negara atau antara satu orang dengan orang lain atau antar subjek hukum akan menyebabkan terjadinya hubungan hukum antar satu orang dengan orang lain dan menimbulkan adanya perikatan, yang di dalam hukum perdata di atur dalam Buku III KUHPerdata. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain sedangkan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.​[4]​
Pada hubungan keperdataan, masyarakat menginginkan adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum karena dalam melakukan hubungan tersebut tidak jarang terjadi konflik karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Alat bukti tertulis telah menjadi kebutuhan masyarakat dan diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan: “Suatu akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta tersebut dibuatnya”.
Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan. Akta autentik memiliki kekuatan tetap dan sempurna, sehingga bersifat mutlak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Notaris merupakan penjabat yang berwenang untuk membuat akta autentik, kewenangan tersebut begitu besar karena mewakili kewenangan negara dalam memberikan kepastian hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris atau disingkat UUJN, menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini. Tidak hanya Notaris yang berwenang membuat suatu akta autentik, karena undang-undang menentukan kewenangan ini diberikan juga kepada pejabat lain selain notaris, diantaranya yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Tugas dan pekerjaan Notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta autentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, contoh akta yang di buat di dalam bentuk akta autentik yaitu akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), jaminan fidusia dan akta-akta lain yang di buat berdasarkan permintaan para pihak, di buat didalam bentuk akta autentik seperti sewa menyewa, surat kuasa untuk menjual, perjanjian jual beli, keterangan hak waris, wasiat, pengakuan hutang, pemberian hak tanggungan dan sebagainya. Segala Perjanjian yang tidak di kecualikan kepada pejabat lain, selama itu pula membuat kopi dari surat di bawah tangan atau di sebut juga Copie Collationnee serta mengesahkan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya (legalisir). Tugas dan pekerjaan Notaris tersebut lebih lanjut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. 
Selain Notaris, jabatan lain yang memiliki kewenangan dalam memuat akta autentik adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu tentang hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.​[5]​ Seorang PPAT diberikan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dalam pembuatan akta autentik berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang pertanahan.
Peristiwa yang terjadi terkait adanya sengketa kepemilikan tanah, dimana sebidang tanah yang menjadi objek sengketa diperebutkan status hak kepemilikannya oleh dua pihak yang masing-masing mengaku sebagai Pembeli yang memperoleh hak dengan cara membeli dari pemilik asal tanah (Penjual). Salah satu pihak mengaku sebagai pemilik karena telah membeli sebidang tanah milik adat yang terletak di wilayah Cimahi, selanjutnya disebut objek jual beli, berdasarkan Copie Collationee Akta Jual Beli Nomor 17/12-0/JB/I/1989 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung. Sedangkan pihak lainnya yang juga mengaku sebagai pemilik karena telah membeli objek jual beli yang sama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 8941.2014 yang di keluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cimahi Selatan.
Permasalahan sengketa kepemilikan tanah tersebut, diajukan proses hukum oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah berdasarkan Copie Collationee Akta Jual Beli Nomor 17/12-0/JB/I/1989, yang bertindak selaku Pelapor dengan mengajukan laporan dugaan tindak pidana kepada pihak Kepolisian yang berwenang mengenai adanya pemalsuan akta yang dilakukan oleh Terlapor, dalam hal ini adalah pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 8941.2014. Selanjutnya, proses penyelesaian secara hukum dilakukan di pengadilan, sebagaimana diketahui dalam Perkara Praperadilan Nomor : 4./Pid.Pra/2017/ PN.BLB. Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan, antara lain bahwa dalam perkara ini terdapat dua (2) akta, yang secara hukum sama-sama autentik dan sama-sama tidak pernah dinyatakan batal oleh Pengadilan serta Hakim menimbang bahwa sesungguhnya dalam perkara ini masih terdapat perselisihan sengketa perdata, yaitu sengketa kepemilikan tanah. Dalam fakta persidangan pun memperlihatkan bahwa kedua akta yang dimiliki kedua belah pihak yang sama-sama mengaku sebagai pemilik tidak pernah dibatalkan baik oleh para pihak yang membuat perjanjian maupun oleh pengadilan. Adanya permasalahan tersebut membuat Peneliti tertarik untuk mengkaji kedudukan hukum atas Copie Collationne dari suatu Akta Jual Beli.
Berdasarkan fakta tersebut, diketahui sumber permasalahan sengketa tanah tersebut akibat adanya dua Akta yang masing-masing dijadikan sebagai dasar kepemilikan oleh para pihak yang bersengketa. Sehingga dalam penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalah sebagai berikut ini :
1.	Bagaimana kedudukan hukum atas Copie Collationnee yang dibuat oleh Notaris atas Akta Jual Beli dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana di atur dalam UUJN ?
2.	Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi Notaris yang telah membuat Copie Collationnee atas Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah?

B.	TINJAUAN PUSTAKA
Akta adalah surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang seperti jaksa, hakim, atau notaris yang berisi tentang peristiwa penting dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak. Dalam Pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi menjadi dua Akta Resmi (Otentik) dan Akta Bawah Tangan (Underhand). Akta Resmi adalah akta yang dibuat secara resmi oleh seorang pejabat umum. Akta ini menguraikan secara otentik sebuah kejadian yang terjadi atau kondisi di mana pejabat menyaksikannya secara langsung. Dalam hal ini, pejabat umum adalah Notaris hakim, juru sita pengadilan, pegawai di kantor pencatatan sipil, dan lain-lain. Ketentuan mengenai akta otentik disebutkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (disingkat KUHPerdata), yang menyatakan : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. Selanjutnya agar memenuhi kriteria sebagai akta otentik, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 1868 KUHPerdata yaitu:
1.	Akta tersebut bentuknya ditentukan oleh undang-undang;
2.	Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa (berwenang) untuk itu; dan
3.	Pejabat umum yang membuat Akta tersebut adalah pejabat yang wilayah kewenangannya meliputi tempat (lokasi) di mana akta tersebut di buat.
Istilah Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata tersebut, salah satunya adalah Notaris. Penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk membuat akta otentik telah ada sejak Reglement Op Het Notaris-AMBT In Indonesia yang dituangkan dalam Staatblad Nomor 3 Tahun 1860 Tanggal 11 Januari 1860 yang pada pokoknya berisikan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia. Peraturan Jabatan Notaris ini kemudian ditransformasikan pada naskah Undang-undang Negara Republik Indonesia, melalui UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014, selanjutnya disebut UUJN.
Penegasan penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, selain ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, juga ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, menyebutkan :
“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”
Selanjutnya secara lebih lengkap kewenangan-kewenangan lain dari Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN, menyebutkan : ​[6]​
“(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a.	mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (disebut juga “legalisatie”);
b.	membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (disebut juga “waarmerken“);
c.	membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (disebut juga “copie collationnee“);
d.	melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (disebut juga “legalisir“);
e.	memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f.	membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 
g.	membuat Akta risalah lelang.
 (3)  Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”
Ruang lingkup pekerjaan Notaris khususnya sebagaimana disebutkan Pasal 15 ayat (2) UUJN adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan berupa Legalisasi, Waarmerking dan Copie Collationnee. Adapun pengertian-pengertian istilah di atas sebagaimana penjelasan di bawah ini :​[7]​ 
1)	Legalisasi artinya dokumen/surat yang dibuat di bawah tangan tangan tersebut ditanda-tangani di hadapan Notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yang bersangkutan. Sehingga tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari notaris. Dengan demikian, Notaris menjamin keabsahan tanda tangan dari para pihak yang dilegalisir tanda-tangannya, dan pihak (yang bertandatangan dalam dokumen) karena sudah dijelaskan oleh Notaris tentang isi surat tersebut, tidak bisa menyangkal dan mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengerti isi dari dokumen/surat tersebut. 
Untuk legalisasi ini, kadang dibedakan oleh notaris yang bersangkutan, dengan Legalisasi tanda-tangan saja. Dimana dalam legalisasi tanda-tangan tersebut notaris tidak membacakan isi dokumen/surat dimaksud, yang kadang-kadang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya: notaris tidak mengerti bahasa dari dokumen tersebut (contohnya: dokumen yang ditulis dalam bahasa mandarin atau bahasa lain yang tidak dimengerti oleh notaris yang bersangkutan) atau notaris tidak terlibat pada saat pembahasan dokumen di antara para pihak yang bertanda-tangan. 
2)	Register (Waarmerking) artinya, dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat Legalisasi daripada Register (Waarmerking). 
Ada dokumen-dokumen tertentu yang akan digunakan sebagai kelengkapan suatu proses mutlak diminta harus dilegalisir, misalnya: di kantor Pertanahan, surat persetujuan dari ahli waris untuk menjaminkan tanah dan bangunan, atau surat persetujuan isteri untuk menjual tanah yang terdaftar atas nama suaminya dan lain sebagainya. Apabila surat/dokumen tersebut tidak dilegalisir oleh Notaris, maka biasanya dokumen tersebut tidak dapat diterima sebagai kelengkapan proses Hak Tanggungan atau jual beli yang dimaksud. 
3)	Pencocokan Foto Copy (Copie Collationnee). Dalam prakteknya hal yang dilakukan untuk istilah legalisir ini adalah mencocokan fotocopy suatu dokumen dengan aslinya dengan judul Pencocokan Fotocopy. Pada fotocopy tersebut akan di-stempel/cap disetiap halaman yang di fotocopi dengan paraf Notaris dan halaman terakhir dari Pencocokan Fotocopy tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya.
Salah satu akta yang lajim dibuat oeh Notaris adalah akta perjanjian. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata verbintenis atau contract. Perjanjian dirumuskan dalam Bab II Buku III Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.​[8]​
Pengertian perjanjian dapat ditinjau dari pendapat para ahli khususnya para ahli hukum, yaitu : Menurut R.Subekti “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimna seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Sedangkan pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo,​[9]​ yaitu : 
“Perjanjian adalah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dan diantara mereka (para pihak) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”
Syarat sah perjanjian dapat dikatakan memiliki akibat hukum perjanjian yang terdapat di dalam Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat sahnya perjanjian. Syarat perjanjian tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu : 
a)	Syarat subjektif 
Syarat subjektif adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subjek perjanjian. Meliputi: sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, dan kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
b)	Syarat objektif
Syarat subjektif  meliputi syarat ketiga dan keempat, artinya syarat yang mutak harus dipenuhi sebagai pokok perjanjian oleh para pihak dalam mengadakan perjanjian. Meliputi : suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
Adapun perbedaan dari syarat yang ada diatas yang meliputi syarat subjektif dan syarat objektif adalah akibat yang timbul apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi didalam suatu perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi unsur syarat subjektif mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar). Perjanjian yang diadakan tetap berlangsung, selama belum diadakan pembatalan. Permintaan pembatalan perjanjian dapat dilakukan oleh pihak yang tidak cakap menurut hukum (baik orang atau badan hukum) dan oleh pihak yang memberikan izin atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas.​[10]​
Perjanjian yang tidak memenuhi prasyarat objektif mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum (van rechtswege nietig). Hal ini berarti sejak semula secara yuridis, perjanjian itu tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi perikatan antara para pihak yang membuat suatu perjanjian.​[11]​
Jenis perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, yang paling banyak dipergunakan oleh masyarakat diantaranya adalah perjanjian jual beli. Setiap negara menerapkan peraturan yang berbeda terkait hukum jual beli tanah. Di Indonesia, aturan jual beli tanah mengacu pada beberapa instrumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undah Hukum Perdata (KUH Perdata), UUPA, dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Hak kepemilikan atas tanah, sewaktu-waktu dapat terjadi peralihan hak karena adanya jual beli tanah antara pemilik tanah atau ahli waris yang sah, dengan pembeli tanah yang melalui proses jual beli tanah. Akan tetapi, dalam sistem pendaftaran tanah menurut PP No. 10 Tahun 1961 (yang sekarang sudah disempurnahkan dengan PP No. 24 Tahun 1997), pendafataran jual beli itu hanya dapat (boleh) dilakukan dngan akta PPAT sebagai buktinya. Boedi Harsono menyatakan “orang yang melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertifikat, biarpun jual belinya sah menurut hukum”.​[12]​
Proses jual beli tanah baru dianggap sah kalau terpenuhinya syarat materiil dari jual beli tersebut. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Keputusan Mahkamah Agung no 123/K/Sip/1970. Ketentuan tersebut pada pokoknya mencakup kecakapan dan kewenangan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Untuk membuat perjanjian jual beli, tidak dapat dilakukan antara penjual dan pembeli saja. Melainkan para pihak perlu dibimbing oleh pejabat negara, dalam hal ini PPAT. Hal ini diatur sesuai dengan kewenangan PPAT berdasarkan PP No. 37 Tahun 1998 adalah membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
Dalam melakukan proses jual beli tanah, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan oleh kedua pihak, yaitu : ​[13]​
1)	Memeriksa Sertifikat Tanah. Penjual dan pembeli mesti memastikan kalau tanah tidak dalam sengketa, tidak diagunkan ke bank, atau tidak disita. 
2)	Memeriksa PBB. Pembeli berhak meminta kepada penjual alias pemilik properti untuk memberikan tanda bukti setoran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). 
3)	Membayar Pajak dan Biaya Pembuatan AJB. Penjual memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh), sementara pembeli harus  membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
4)	Membuat AJB. Pihak penjual dan pihak pembeli serta saksi menandatangani AJB (Akta Jual Beli) yang telah disepakati kedua belah pihak.
5)	Proses Balik Nama Sertifikat Tanah. Setelah penjual dan pembeli menyepakati AJB, proses selanjutnya melakukan proses balik nama sertifikat tanah, yang itujukan melalui Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional).
Persengketaan dalam jual beli tanah, berakibat pada sengketa kepemilikan atas objek jual beli yaitu hak milik atas tanah. Pada umumnya, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan yang berwenang. Manakala sengketa gugat ginugat di pengadilan tersebut didkung dengan alat bukti yanh dan kuat, maka pada akhir persidangan dijatuhkan putusan yang pda umumnya melalui pertimbangan hukum yang didasarkan pada pembuktian yang sah, maka sebuah akta autentik dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum.
Akibat hukum yang timbul dari pembatalan suatu akta autentik tentu akan dikembalikan kepada pertanggungjawaban pihak-pihak yang mengakibatkan batalnya akta tersebut. Selain pertanggungjawaban tersebut harus ditanggung oleh salah satu pihak dalam transaksi atau yang membuat perjanjian, juga adakalanya melibatkan pertanggungjawaban dari Notaris/PPAT, selaku pihak yang membuat akta autentik tersebut.
Notaris/PPAT harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris/PPAT. Namun, apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris/PPAT melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris/PPAT yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris/PPAT hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Berkaitan ini tidak berarti Notaris/PPAT bersih dari hukum, tidak dapat dihukum, atau kebal terhadap hukum. Notaris/PPAT bisa saja mendapatkan sanksi (pidana atau perdata dan administratif) jika terbukti di pengadilan bahwa secara sengaja dan penuh kesadaran, keinsyafan serta direncanakan Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap atau tidak dalam membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan penghadap tertentu atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti, Notaris/PPAT tersebut wajib diberikan sanksi. Dalam tataran hukum kenotariatan yang benar mengenai akta Notaris dan Notaris, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka:​[14]​
1)	Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat daripembatalan tersebut.
2)	Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan.Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.

Pertanggungjawaban PPAT terkait kesengajaan, kealpaan dan/atau kelalaiannya dalam pembuatan akta jual beli yang menyimpang dari syarat formil dan syarat materil tata cara pembuatan akta PPAT, maka PPAT dapat dikenakan sanksi administratif. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006, penyimpangan terhadap syarat formil dan materil tersebut adalah termasuk pelanggaran berat oleh PPAT yang dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan Pertanahaan Nasional Indonesia. Pertanggungjawaban secara administratif juga ditentukan pada Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
C.	METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi dokumen dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode yuridis-kulitatif.

D.	PEMBAHASAN
Akta jual beli tanah merupakan suatu hal yang sangat penting yang berfungsi untuk terjadinya pemindahan hak milik atas tanah dan terjadinya kepemilikan tanah. Yang dimaksud dengan “beralih” adalah suatu “peralihan hak” yang dikarenakan seseorang yang mempunyai salah satu hak meninggal dunia maka haknya itu dengan sendirinya menjadi hak ahli warisnya. Dengan kata lain bahwa “peralihan hak" itu terjadi dengan tidak sengaja dengan suatu perbuatan melainkan “karena hukum”. Sedangkan sebaliknya, yaitu “dialihkan” adalah suatu “peralihan hak” yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan menjadi hak pihak lain. Dengan kata lain bahwa “peralihan hak” itu terjadi denngan melalui suatu “perbuatan hukum” tertentu, berupa :​[15]​
a.  Jual-beli; 
b.  Tukar-menukar; 
c.  Hibah; 
d.  Hibah-wasiat (legaat)
Dalam praktek pembuatan Akta Jual Beli Tanah, terdapat dua pejabat umum yang mewakili negara yang masing-masing memiliki kewenangan dalam melayani masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum pengalihan hak kepemilikan atas tanah melalui transaksi jual beli. Kedua pejabat dimaksud yaitu Notaris dan PPAT.
Transaksi jual beli tanah dalam prakteknya dapat dilaksanakan oleh PPAT, Camat juga dapat ditunjuk sebagai PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Selain itu, karena fungsinya di bidang pendaftaran tanah sangat penting bagi masyarakat yang memerlukan, maka fungsi tersebut harus dilaksanakan di seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, di wilayah yang belum cukup terdapat PPAT, camat perlu ditunjuk sebagai PPAT Sementara. 
Dalam pengelolaan bidang pertanahan di Indonesia, terutama dalam kegiatan pendaftaran tanah, PPAT merupakan pejabat umum yang menjadi mitra instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna membantu menguatkan/mengukuhkan setiap perbuatan hukum atas bidang tanah yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan yang dituangkan dalam suatu akta otentik. Secara normatif, PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, atau membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 jo. Pasal 1 angka 24 PP 24 Tahun 1997).
Khusus mengenai PPAT tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditetapkan tanggal 5 Maret 1998 (PP 37 Tahun 1998) dan ketentuan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006. Dalam peraturan tersebut lebih gamblang dijelaskan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris, konsultan atau penasehat hukum tetapi dilarang merangkap jabatan sebagai pengacara atau Advokat, Pegawai Negeri atau pegawai Badan Usaha Milik Negara / Daerah (Pasal 7 PP No 37 Tahun 1998). Mengenai kewajiban PPAT diuraikan sebagai berikut:​[16]​ 
1.	PPAT wajib melakukan Sumpah dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. 
2.	PPAT wajib segera menyampaikan akta yang telah dibuatnya serta dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembuatan sebuah akta lain kepada Kantor Pertanahan setempat untuk didaftarkan pada Buku Hak Atas Tanah dan dicantumkan pada Sertifikat Hak Atas Tanah yang bersangkutan. 
3.	PPAT wajib menyelenggarakan suatu Daftar Akta-akta yang telah dibuat dan dikeluarkan menurut bentuk yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. 
4.	PPAT wajib menjalankan petunjuk yang telah diberikan Kantor Pertanahan dan pejabat yang mengawasinya. 
5.	PPAT dalam setiap bulannya wajib menyampaikan laporan mengenai akta yang dibuatnya selama satu bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. 
6.	PPAT wajib memberikan bantuan kepada pihak-pihak dalam hal pengajuan ijin permohonan peralihan hak atau ijin pene gasab konversi menu rut aturan yang ditentukan. 
Fungsi PPAT lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan akta-akta lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pendaft aran perubahan data pendaftaran tanah. Selain itu terdapat pula larangan-larangan bagi PPAT untuk membuat akta yang belum jelas status hak atas tanahnya. Dalam hal ini, PPAT harus menolak pembuatan akta, apabila terdapat hal-hal sebagai berikut: 
a.	Hak atas tanah dalan sengketa, 
b.	Hak atas tanah dalan sitaan, 
c.	Hak atas tanah dikuasai Negara
Berkaitan dengan pembuatan Copie Collationnee atas Akta Jual Beli tanah, tercermin adanya dua jabatan yang masing-masing berbeda kewenangannya, yaitu Notaris memiliki kewenangan dalam membuat Copie Collationnee dan PPAT yang memiliki kewenangan dalam membuat Akta Jual Beli Tanah. Mengigat hal tersebut, pengangkatan PPAT yang berasal dari Notaris, mengandung arti bahwa dipundaknya ada dua jabatan, selaku Notaris dan selaku PPAT. Selaku Notaris seseorang harus mempedomani Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksanaannya dan harus tunduk pada pejabat Departemen Kehakiman dan HAM. Sedang selaku PPAT harus mempedomani Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya dan tunduk dan patuh pada pejabat Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini bermakna bahwa terdapat dua payung hukum yang harus dipatuhi oleh seseorang yang bertindak dalam dua jabatan.
Pelaksanaan tugas-tugas selaku Notaris/PPAT, maka segala tindakannya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajibannya dalam pembuatan akta PPAT akan diawasi oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat, termasuk pemeriksaan terhadap pembuatan akta, pengadaan dan pengisian protokol serta pelaksanaan segala kewajiban yang telah ditentukan, oleh karena itu sebelum melaksanakan tugas sebagai PPAT, hendaknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kantor Pertanahan. Bahwa dalam setiap membuatkan akta PPAT, melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat guna mendapatkan informasi tentang status tanah yang akan dibuatkan aktanya, apakah tanah tersebut benar-benar telah terdaftar atau apakah data yuridis dan data fisik yang ada dalam sertipikat tanah tersebut sesuai dengan data yang ada pada buku tanah di Kantor Pertanahan. Penyesuaian data dalam sertipikat dengan data dalam buku tanah tersebut lebih dikenal dengan nama "cek bersih". Dalam hal ini bermakna bahwa seorang PPAT dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berkoordinasi dengan pihak pihak terkait.​[17]​
Suatu akta autentik, mempunyai kekuatan nilai pembuktikan lahiriah untuk membuktikan keabsahannya, dengan demikian asalkan syarat autentik sudah terpenuhi sesuai hukum maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya, yang dapat membuktikan bahwa akta yang menjadi objek gugatan tersebut bukanlah akta autentik notaris.​[18]​ Kewenangan membuat akta autentik ini merupakan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional.

Berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, salah satunya adalah bukti tulisan. Bukti tulisan dapat berupa akta autentik atau akta di bawah tangan. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli waris serta orang-orang yang menerima hak dari mereka. Suatu akta yang terkuat yang akan dipergunakan untuk dijadikan alat bukti di dalam masyarakat.​[19]​ 
Hak kepemilikan atas tanah, sewaktu-waktu dapat terjadi peralihan hak dan yang umum terjadi peralihan tersebut terjadi karena adanya jual beli tanah antara pemilik tanah sebagai penjual dengan pembeli tanah melalui tansaksi jual beli. Akan tetapi, dalam sistem pendaftaran tanah menurut PP No. 10 Tahun 1961, yang disempurnakan dengan PP No. 24 Tahun 1997, pendafataran jual beli itu hanya dapat dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya. Boedi Harsono menyatakan “orang yang melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertifikat, biarpun jual belinya sah menurut hukum.​[20]​ Tata Usaha PPAT bersifat tertutup untuk umum, pembuktiannya mengenai berpindahnya hak tersebut berlakunya terbatas pada para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan para ahli warisnya.​[21]​
Menurut ketentuan UUPA, pendaftaran merupakan pembuktian yang kuat mengenai sahnya jual beli yang dilakukan terutama dalam hubungannya dengan pihak ketiga yang beritikat baik. Administrasi pendaftaran bersifat terbuka sehingga tiap orang dianggap mengetahuinya. Pasal 19 UUPA telah mengatur mengenai pendaftaran tanah, dan sebagai pelaksanaan dari pasal itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa objek pendaftaran tanah adalah bidang-bidang yang dipunyai dengan hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan dan Tanah Negara. Menurut keterangan dari Narasumber Imam Santoso, S.H., yang menyebutkan bahwa Di daftar maksudnya dibukukan dan di terbitkan tanda bukti haknya. Tanda bukti hak itu disebut bersertifikat Hak tanah yang terdiri atas Hak Milik, ata hak-hak lainnya atas tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam satu sampul. 
Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997, peralihan tanah dan benda-benda di atasnya dilakukan dengan akta PPAT. Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima disertai dengan penyerahan yuridis (juridiche levering), yaitu penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang, meliputi pemenuhan syarat; dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan; menggunakan dokumen; dibuat oleh/di hadapan PPAT.​[22]​ Menurut Boedi Harsono, meskipun Pasal 23 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak milik beralih pada saat akta PPAT diperbuat (akta PPAT itu merupakan bukti bahwa hak atas tanah telah beralih kepada pembeli), akan tetapi bukti itu belum berlaku terhadap pihak ketiga, karena yang wajib diketahui oleh pihak ketiga adalah apa yang tercantum pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan. Dengan demikian, meskipun sejak dilakukannya jual beli pembeli sudah menjadi pemilik, tetapi kedudukannya sebagai pemilik barulah sempurna (dari segi pembuktiannya) setelah dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diberinya itu oleh Kepala Kantor Pertanahan Tanah. Pendapat ini mengandung kelemahan, karena ‘akta PPAT itu mempunyai fungsi sebagai alat untuk melakukan pendaftaran (Pasal 22 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961), jadi tidak menentukan saat kelahiran hak.​[23]​
Berdasarkan pemahaman dari keterangan Narasumber Imam Santoso, S.H.​[24]​ dapat dipahami bahwa peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, yaitu perbuatan dengan cara pemindahan hak. Artinya dihubungkan dengan kasus dalam penelitian ini, maka berpindahnya hak milik atas tanah dari pemilik awalnya ahli waris KT kepada NB melalui Akta Jual Beli Nomor : 894/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Selain itu, ada peralihan hak antara Ahliwaris KT dengan SM yang dibuktikan dengan adanya Copie Collationnee Akta Jual Beli Nomor 17/12-C/JB/I/1989 yang dibuat oleh SA, Notaris di Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Menurut ketentuan dimana suatu perbuatan hukum Jual Beli dalam kasus ini haruslah dibuktikan dengan Akta Jual Beli yang dibuat secara sah, bukan dengan Copie Collationnee. Hal ini karena berpindahnya hak milik atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau PPATS. Kemudian berpindahnya hak milik atas tanah ini harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan dilakukan perubahan nama dalam Sertipikat dari pemilik tanah yang lama kepada pemilik tanah yang baru. Dengan demikian jelas bahwa Akta Jual Beli merupkan syarat utama untuk dilakukannya perpindahan hak milik sesuai dengan prosedur pemindahan hak milik atas tanah karena jual beli atau perbuatan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 97 sampai dengan Pasal 106 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.​[25]​ 
Hasil penelitian ditemukan bahwa kualifikasi perbuatan Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya diatur dalam UUJN, termasuk dalam hal ini pembuatan Copie Collationnee, sebagaimana Pasal 15 ayat 2 huruf c UUJN, maka jika Notaris melanggar larangan mengenai teknis pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 16 ayat (12), Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3) , Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (4) UUJN dan jika tidak diatur oleh UUJN namun perbuatan Notaris memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Akibat hukumnya adalah kedudukan akta yang dibuat oleh Notaris yang didahului adanya kelalaian atau tidak sesuai dengan kewenangannya, maka akta tersebut hanyalah dianggap sebagai salinan biasa saja, bahkan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.​[26]​ 
Berdasarkan data dan fakta dari kasus yang menjadi objek penelitian, maka dapat dianalisis adanya bentuk kelalaian Notaris dalam pembuatan Copie Colationnee Akta Jual Beli pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu tidak menjalankan kewenangan seorang Notaris berdasarkan Pasal 15 UUJN, sebagaimana alasan-alasan sebagai berikut: 
1.	Notaris melanggar Pasal 15 ayat (1) UUJN karena Notaris tidak membuat akta perjanjian atas kehendak yang berkepentingan yaitu penjual dan pembeli. Seharusnya jika Notaris ingin membuat akta perjanjian jual beli dengan objek tanah atas nama Penjual pada bukti tanah Letter C Desa, maka yang seharusnya Notaris melakukan pengecekan kepada pihak Desa/Kecamatan tersebut. 
2.	Notaris melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf c UUJNP karena Notaris mambuat Copie Collationnee bukan dari surat dibawah tangan, melainkan dari suatu akta otentik, yaitu akta jual beli yang telah dibuat sebelumnya oleh PPAT.
3.	Notaris melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN karena Notaris tidak melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir) dalam hal ini Akta Jual Beli. Padahal jelas Akta Jual Beli yang asli atau salinan aslinya ada disimpan di kantor BPN.

Dengan demikian, Notaris yang membuat Copie Collationnee atas Akta Jual Beli yang sudah dibuat oleh PPAT tersebut menunjukkan ada perbuatan Notaris yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUJN, maka terhadap hal demikian status Akta Notaris dalam hal ini Copie Collationnee tersebut derajatnya menjadi Akta Dibawah Tangan, yakni akta yang sepanjang isinya diakui oleh keduabelah pihak, maka akta tersebut adalah berlaku sebagaimana salinan perjanjian pada umumnya yang memiliki pembuktian mengikat bagi keduabelah pihak.
Suatu akta autentik, mempunyai kekuatan nilai pembuktikan lahiriah untuk membuktikan keabsahannya, dengan demikian asalkan syarat autentik sudah terpenuhi sesuai hukum maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya, yang dapat membuktikan bahwa akta yang menjadi objek gugatan tersebut bukanlah akta autentik notaris. Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional.​[27]​
Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan Notaris dalam UUJN. Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum atas keterlibatan langsung oleh para pihak yang menghadap. Notaris tidak dapat dilepaskan dari perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melawan hukum. Notaris harus siap jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun pidana, yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya. Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
Adanya akta notaris semestinya dapat menghindari terjadinya sengketa. Tetapi dalam praktienya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan akta notaris. Sangat disayangkan bilamana terdapat akta-akta notaris yang isinya dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya serta bertentangan dengan etika Profesi Notaris. Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Dalam hal terjadi kelalaian dalam membuat akta, maka Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.​[28]​ Rosa Agustina menjelaskan bahwa, perbuatan melawan hukum dapat dijumpai baik dalam ranah hukum pidana (publik) maupun dalam ranah hukum perdata (privat).​[29]​
Copie Collationnee sebagai salah satu produk yang dibuat Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c UUJN, prosedur pembuatannya terikat pula pada ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam pembuatan akta-akta lainnya. Dalam hal kasus adanya Copie Collationnee yang dibuat oleh Notaris atas Akta Jual Beli tanah yang sebelumnya telah dibuat oleh PPAT, maka terlihat adanya kelalaian atupun kesalahan dalam pembuatan akta tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas.
Akibat Kelalaian Notaris dalam menjalankan kewajiban pada Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf  l UUJN, maka menurut Pasal 16 ayat (11) UUJN yang menyatakan: 
“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: 
a. peringatan tertulis; 
1.	pemberhentian sementara; 
2.	pemberhentian dengan hormat; atau 
3.	pemberhentian dengan tidak hormat.” 

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 16 ayat (12) UUJN, disebutkan bahwa selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.




Notaris tidak berwenang untuk membuat Copie Collationnee atas Akta Jual Beli tanah yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Mengingat Akta Jual Beli merupakan akta otentik yang di buat oleh pejabat selain Notaris yaitu PPAT. Sedangkan kewanangan Notaris untuk membuat copie collationnee hanya terhadap surat-surat di bawah tangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 ayat 2 huruf c UUJN. Sehingga copie collationnee atas AJB kedudukannya sebatas salinan saja dan tidak dapat di gunakan sebagai syarat untuk mengajukan proses pendaftaran atau balik nama pada sertifikat hak milih atas tanah ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
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